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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2 49/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAERAH UNTUK GURU NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran proses belajar
mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar
Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, perlu adanya
ketercukupan Guru;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan
kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil pada Taman
Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah
Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Tabalong, perlu
diberikan Insentif Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864),;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun
2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);



Menetapkan
KESATU
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14, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07});

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pemberian Insentif Daerah Untuk Guru Non
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabalong dengan daftar nama
dan besaran insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan dengan
klasifikasi besaran insentif sebagai berikut:

masa kerja 2-4 tahun sebesar Rp 1.000.000,-/bulan;

masa kerja 5-9 tahun sebesar Rp 1.100.000,-/bulan;

masa kerja 10-14 tahun sebesar Rp 1.200.000,-/bulan;
masa kerja sama dengan atau lebih dari 15 tahun sebesar
Rp 1.300.000,-/bulan.
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Masa kerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabalong
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Guru Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabalong diberikan
Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dengan catatan:

a. Apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan
Aktif melaksanakan tugas oleh kepala sekolah tempat yang
bersangkutan bertugas;

b. Guru yang bersangkutan yang tidak mendapatkan
penghasilan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong;



c. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas
permintaan sendiri maka tidak berhak mendapat pesangon
atau menuntut pesangon; dan

d. Yang bersangkutan setiap waktu dapat dibebaskan dari
pekerjaannya apabila tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana mestinya atau Anggaran untuk itu tidak
tersedia lagi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pendidikan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

UPATI TABALONG

AN

Sl ANANG SYAKHFIANI /%'

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Tabalong di Tanjung.

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan.

4. Kepala Sekolah yang bersangkutan.




